
Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan1.
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.2.

Pada triwulan 4 tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi  perhatian dan
tantangan dalam pengendalian inflasi di Kota Samarinda, Secara spasial, tingkat inflasi di Kota
Samarinda berfluktuatif namun cenderung berada pada rentang sasaran inflasi Nasional yaitu
2,5 + 1%.

Tabel Realisasi Perkembangan Inflasi Kota Samarinda Triwulan 4 Tahun 2025.

Kota Perkembangan
Inflasi 2025

Triwulan 4
Oktober November Desember

SAMARINDA

IHK 108,39 108,59 109,54
Bulanan (mtm) -0,09 0,18 0,87
Tahun Kalender
(ytd) 1,62 1,81 2,70

Tahun Ke Tahun
(yoy) 2,03 2,10 2,70

Beberapa isu strategis yang terjadi dalam pengendalian inflasi daerah Kota Samarinda pada
triwulan 4 tahun 2025;

Pada periode laporan triwulan 4 2025, perkembangan inflasi  kota Samarinda masih1.
dipengaruhi oleh dengan kontribusi dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau,
Kelompok Perawatan  Pribadi  dan  Jasa  lainya,  Kelompok Pendidikan,  dan  Kelompok
Transportasi.

Pada Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau, andil utama tekanan inflasia.
berasal dari komoditas Volatile seperti Beras, Ikan Layang/ikan Benggol, Daging
ayam ras,  bawang merah,  Sigaret Kretek Mesin (SKM),  telur ayam ras,  cabai
merah, cabai rawit, tomat, Kopi Bubuk dan wortel, Faktor musiman dan pasokan
mempengaruhi volatilitas pangan dan mendorong harga barang konsumsi.
Komoditas  non-Volatile  dengan  andil  besar  dalam edisi  laporan  seperti  emasb.
perhiasan, jasa pendidikan dan cukai rokok mendorong inflasi tahunan. Kenaikan
biaya jasa tersebut berkontribusi pada peningkatan indeks kelompok jasa.
Pulihnya harga transportasi pada november setelah mengalami deflasi di bulanc.
oktober, berlanjut dengan meningkatnya harga dan permintaan seiring momen
HBKN Nataru turut berkontribusi pada tekanan kelompok transportasi di akhir
tahun 2025.
Kelompok Pendidikan dengan andil  utama dari  komoditas,  Akademi/Perguruand.
Tinggi dan Biaya Sekolah Dasar. Kelompok ini cenderung stabil secara bulan ke
bulan (mtm), namun secara tahunan (yoy) menunjukan kenaikan yang konsisten
dari periode pendaftaran sekolah sebelumnya (Juli-agustus), pada periode laporan
pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur  mengumumkan rencana  menggratiskan
UKT  Mahasiswa  mulai  tahun  2026  untuk  meringankan  biaya  pendidikan
masyarakat.
Penyesuaian harga BBM domestik (pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite)e.



turut berkontibusi pada kenaikan biaya transportasi.
Komoditas  utama  penyumbang  inflasi  dan  deflasi  secara  Bulanan  (mtm)  di  Kota2.
Samarinda pada triwulan 4 tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Bulan Oktober 2025.a.

Bulan November 2025.a.

Bulan Desember 2025.a.



Komoditas utama penyumbang inflasi dan deflasi secara Tahun ke Tahun (yoy) di Kota1.
Samarinda pada triwulan 4 tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Bulan Oktober 2025.



Bulan November 2025.





Bulan Desember 2025.





Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.3.

Secara  Nasional  strategi  pengendalian  Inflasi   dirumuskan  dengan  kerangka  4K,  yaitu
menciptakan  Kestabilan  Harga,  menjamin  Ketersediaan  Pasokan,  memastikan
Kelancaran  Distribusi,  dan  melakukan  Komunikasi  Efektif  untuk  menjaga  eksfektasi
inflasi masyarakat, pada Kota Samarinda upaya pengendalian inflasi pangan juga dilaksanakan
berdasarkan  7  (tujuh)  program unggulan  Gerakan  Nasional  Pengendalian  Inflasi  Pangan
(GNPIP).



Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah, Dalam rangka pengendalian inflasi Kota
Samarinda, upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda
antara lain;

Menciptakan Keterjangkauan Harga, dengan melakukan;

Pemantauan Perkembangan Harga;1.
Kegiatan Pemantauan Harga Bapokting Rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangana.
Kota Samarinda, pada 11 (sebelas) Pasar Tradisional dan moderen serta 17 (tujuh
belas) Distributor Bahan Pokok dan Barang Penting di Kota Samarinda.
Selanjutnya dilakukan penginputan data pada sistem informasi perdagangan pada
Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kaltim atau Lamin Etam
(https://hargapangan-dev.laminetam.id/).
Melaksanakan Operasi Pasar; Pada periode laporan (triwulan 4) Pemerintah Kotab.
Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah Dilaksanakan
Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 6 (enam) Kali diberbagai titik kecamatan
sebagai upaya pengendalian harga bahan pangan terutama komoditas yang
berpengaruh langsung dengan tingkat inflasi. Berikut tabel data kegiatan Gerakan
Pangan Murah (GPM) dan Kegiatan Operasi Pasar pada Triwulan 4 tahun 2025.
 

No Nama Kegiatan Tanggal Lokasi

1
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Sungai Pinang

04
November
2025

Halaman Masjid Ar-
Rasyidin Kel.Loa
Bakung, Kec. Sungai
Kunjang Kota
Samarinda

2
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Sungai Pinang

05
November
2025

Lap. Perumahan Griya
Mukti Sejahtera
Kelurahan Gunung
Lingai

3
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Sungai Pinang

06
November
2025

Halaman Kelurahan
Mugerijo Kec. Sungai
Pinang kota Samarinda

4
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Palaran

02
Desember
2025

Halaman Kantor
Kelurahan Rawa
Makmur Kec. Palaran

5
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Palaran

03
Desember
2025

Halaman Kantor
Kelurahan Bukuan Kec.
Palaran

6
Gerakan Pangan Murah
(GPM) Kecamatan
Samarinda Seberang

06
Desember
2025

Halaman Gereja Toraja
Kelurahan Masjid, Kec.
Samarinda Seberang

Menjaga Ketersediaan Pasokan, dengan melaksanakan;

Untuk komoditas beras, Sesuai Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian1.
Kota Samarinda nomor; 500.1.42/502/100.09, tanggal 11 Juli 2025 perihal
pemberitahuan Penyaluran Bantuan Pangan Beras CPP tahun 2025, untuk Bantuan
Pangan Beras Pemerintah Daerah alokasi Bulan Juni dan Juli tahun 2025. Sesuai jadwal
pelaksanaan di lakukan mulai tanggal 18 Juli dan selesai pada tanggal 31 Juli 2025.
Melaksanakan tugas dan fungsinya Bulog Kancab Samarinda, sebagaimana laporannya2.

https://hargapangan-dev.laminetam.id/


dalam HLM TPID Kota Samarinda tanggal 09 Desember 2025, pertanggal 07 Desember
2025,  untuk menjamin ketersediaan pangan pokok,  stok yang dimiliki  Perum Bulog
Kancab Samarinda adalah;

Stok Beras Medium (PSO) sebanyak 6.474.526 Kg.a.
Beras Premium sebanyak 296.200 Kgb.
Gabah (PSO) sebanyak 177.898 Kgc.
Jagung Pakan ternak (PSO) sebanyak 8.618 kg.d.
Gula Pasir sebanyak 45.840 kg.e.
Minyak Goreng sebanyak 83.510 liter.f.
Tepung terigu sebanyak 106 kg.g.

Realisasi kegiatan pelayanan publik dikota samarinda tahun 2025, dengan perincian
sebagai berikut;

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras, target sebesar 4.202.460 kg,a.
Realisasi sebesar 2.165.225 kg, atau pesentase pencapaian sebesar 52%.
Bantuan Pangan berupa beras dan minyak Kita, dengan perincian sebagai berikut;b.
bantuan pangan Beras dengan taget sebesar 792.300 kg, terealisasi sebesar
792.300 kg atau tercapai 100%.
Bantuan pangan Minyak Kita dengan target sebesar 82.452 kg, dapat terealisasic.
100%.
SPHP Jagung dengan target 147.500 Kg, terealisasi sebesar 145.850 kg ataud.
terealisasi sebesar 98,9%.
Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng untuk alokasi Bulan Juni-e.
Juli 2025 sebanyak 19.002 Penerima Bantuan Pangan(PBP), sedangkan untuk
alokasi penyaluran Bantuan Pangan beras dan minyak goreng bulan Oktober-
November sebanyak 20.613 PBP,
Quantum beras bantuan pangan sebanyak 380.040 kg (alokasi Juni-Juli 2025), danf.
412.260 kg (alokasi Oktober-November 2025)
Untuk bantuan minyak goreng alokasi bulan Oktober-November 2025 sebesarg.
82.452 Liter.
Perum Bulog Kancab Samarinda juga melakukan penyerapan gabah dan jagung,h.
dengan perincian; gabah kering panen (GKP) sebesar 234.887 kg, Jagung Pakan
ternak 9.640 kg

Memastikan Aspek Kelancaran Distribusi, dengan melakukan;

Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), diantaranya dengan; a.
Kota Samarinda telah melaksanakan KAD dengan Beberapa daerah penghasil,b.
serta kerjasama B2B antara Perusda Varia Niaga Samarinda dengan daerah
penghasil lainya.

Berikut adalah tabel KAD Kota Samarinda dengan beberapa daerah penghasil.



No Bidang Yang
Dikerjasamakan Para Pihak Nomor /Tanggal

Kesepakatan/Perjanjian
Masa
Berlaku Keterangan

1

Pemantauan Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Kerja
Sama Badan
Usaha Milik
Daerah

Sekretaris
Daerah Kota
Samarinda
Dan
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Pinrang

000.4.7.2/03/Perj.II/PKS/2024
100.3.7.1/008/PKS/II/2024 5 Tahun Perjanjian

Kerjasama

2 Peningkatan Daya
Saing Daerah

Pemerintah
Kota
Samarinda
Dengan
Pemerintah
Kabupaten
Sidenreng
Rappang

100.3.7.1/29/Perj-I/KB/2025
100.3.7.1/12/KERJASAMA
Jum’at, 20 Juni 2025

5 Tahun Kesepakatan
Bersama

3
Kerjasama
Jaringan Lintas
Perkotaan

Pemerintah
Kota
Samarinda
Dengan
Pemerintah
Kota Surabaya

134.4/01/Perj-II/KB/2023
100.3.7.1/1565/436.1.2/2023
Kamis, 09 Januari 2023

5 Tahun Kesepakatan
Bersama

4
Kerjasama
Jaringan Lintas
Perkotaan

Pemerintah
Kota
Samarinda
Dengan
Pemerintah
Kabupaten
Pinrang

134.4/19/Perj-Ii/Kb/2023
100.3.7.1/014/Mou/V/2023
Selasa, 23 Mei 2023

3 Tahun Kesepakatan
Bersama

5
Kerja Sama
Pembangunan
Daerah

Pemerintah
Kota
Samarinda
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Blitar

100.3.7.1/20/KB/2023
B/180.12/13/409/NKSB/2023
Jum'at, 23 Juni 2023

5 Tahun Kesepakatan
Bersama

6
Pengembangan
Potensi Daerah
Dan Peningkatan
Pelayanan Publik

Pemerintah
Kota
Samarinda
dengan
Pemerintah
Provinsi Jawa
Barat

56/DG.02.02.01/PEMOTDA
100.3.7.1/23/KB/20023
Senin, 28 Agustus 2023

5 Tahun Kesepakatan
Bersama

Pengembangan Outlet Pangan, sebagai implementasi program Kios Inflasi Kotaa.
Samarinda, yang fungsinya untuk mendekatkan titik distribusi bahan pokok yang
terjangkau untuk masyarakat, saat ini Kota Samarinda telah memiliki 3 (tiga) Toko Siap
Jaga Harga Pangan (SiJaga Harapan) yang sudah beroperasi dan 1 (satu) unit dalam
proses penyelesaian pembangunan, adapaun kios Inflasi tersebut terletak di;

Pasar Merdeka, Jalan Merdeka Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
Pasar Baqa, jalan Hasanuddin Kelurahan Baqa Samarinda Seberang.



Pasar Sungai Dama, jalan Otto Iskandar Dinata Kelurahan Selili Samarinda.
Pasar Bengkuring, Jalan Bengkuring Raya Kelurahan Sempaja Timur (proses
Finising pembangunan)

Sijaga Harapan merupakan Inovasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan Kotab.
Samarinda dan bekerjasama dengan PT. Pertamina, Bulog Kancab Samarinda, UMKM
dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan Kota Samarinda menujuk danc.
menetapkan pengelola Kios Pangan Kota Samarinda, melalui Surat Keputusan Kepala
Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nomor : 500/067/100.11.01 tanggal 01 Mei 2024
tentang pengelola Toko Sijaga Harapan.
Serta menetapkan Kios Pangan Sijaga Harapan sebagai penyalur Beras SPHP Kotad.
Samarinda tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Samarinda nomor : 1/101/SK/100.09. tanggal 24 Juli 2025.

 

Memperkuat Aspek Komunikasi yang Efektif, dengan melaksanakan;

High Level Meeting (HLM) TPID Kota Samarinda, Sesuai Notulen (09/12/2025),1.
dengan point arahan sebagai berikut;

Seluruh instansi diminta untuk menjamin ketersediaan stok bahan pokok dana.
barang penting (bapokting) dalam kondisi aman, cukup, dan berkelanjutan,
dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala dan berbasis data.
Kelancaran distribusi logistik dari hulu hingga hilir harus dipastikan, termasukb.
mengantisipasi potensi hambatan cuaca, infrastruktur, serta transportasi, agar
tidak berdampak pada keterlambatan pasokan maupun kenaikan harga.
Pemantauan harga harian terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai,c.
bawang merah, minyak goreng, gula, ikan, serta LPG agar dilaksanakan secara
konsisten sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi pasar yang tepat
sasaran.
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor, yangd.
melibatkan Pemerintah Daerah, Perum Bulog, Pertamina, BUMD, pelaku usaha,
serta aparat penegak hukum, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di Kota
Samarinda.
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah diminta untuk menjadwalkan dane.
melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) menjelang HBKN guna memastikan
ketersediaan stok dan kepatuhan pelaku usaha.
Seluruh perangkat daerah diminta untuk segera melaksanakan rapat internal danf.
koordinasi teknis dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi HBKN, termasuk
menyiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap komoditas yang secara historis
berpotensi mengalami kenaikan harga.
Terhadap praktik penimbunan, permainan harga, dan penyimpangan distribusi,g.
agar dilakukan pengawasan ketat serta penindakan tegas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan melalui sinergi dengan Satgas Pangan dan aparat
penegak hukum.
Wakil Wali Kota berharap seluruh pihak dapat bekerja secara sinergis, responsif,h.
dan terukur, sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat Kota
Samarinda dapat menjalani aktivitas serta perayaan hari besar keagamaan dengan
aman dan nyaman.
Penyusunan Laporan Kinerja TPID Tahun 2025 dikoordinasikan oleh Bagiani.



Perekonomian. Seluruh Perangkat Daerah wajib segera menyampaikan dan
menyerahkan dokumen pendukung kepada Bagian Perekonomian sesuai tenggat
waktu yang ditetapkan.

Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Samarinda,2.
jumlah terlaksananya Rapat Koordinasi sebanyak 11 (sebelas) kali pelaksanaan, delapan
kali di pimpin oleh Wakil Walikota Samarinda, adapaun beberapa arahan Wakil Walikota
Samarinda adalah sebagai berikut;

Sesuai Notula Rapat koordinasi (06/10/2025) terkait rapat koordinasia.
pengendalian inflasi daerah, dengan point arahan sebagai berikut :

Kondisi Umum Inflasi dan Perekonomian Samarinda;
Tingkat inflasi Kota Samarinda tercatat 2,16%. Angka ini dianggap berada
pada batas terkendali, namun diinstruksikan untuk tetap diwaspadai agar
tidak mengalami peningkatan.
Inflasi yang rendah dan stabil adalah kunci untuk menjaga daya beli
masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi yang lancar, dan memastikan
kondisi pasar tetap kondusif.
Secara umum, perekonomian Kota Samarinda dilaporkan stabil, dengan
perputaran uang masyarakat berjalan baik dan daya beli relatif terjaga.
Pemerintah Kota perlu mengantisipasi faktor cuaca yang belum stabil karena
dapat berdampak langsung terhadap produksi dan distribusi bahan pangan.

Strategi dan Tindak Lanjut Lapangan;b.
Pengawasan dan intervensi ketat harus difokuskan pada komoditas utama
penyumbang inflasi, meliputi: Minyak goreng, Bawang merah dan
bawang putih, Cabai merah, Gula pasir, Daging ayam, dan Ikan
layang.
Tindakan Lapangan yang Sudah Dilakukan ; Pemerintah Kota telah
melaksanakan Operasi Pasar (OP) di beberapa wilayah bekerja sama
dengan Bulog, Bapanas, dan Bank Indonesia sebagai respons langsung atas
kenaikan harga komoditas pokok (beras, minyak goreng, gula pasir).
Toko Inflasi Samarinda (Inovasi): Pemerintah Kota telah
mengembangkan Toko Inflasi Samarinda bekerja sama dengan Bulog dan
pelaku usaha lokal. Dengan tujuan Menjaga kestabilan harga tanpa
menyaingi pasar. Keunggulan: Sebagai contoh, harga ikan layang di pasar
umum Rp35.000/kg, sementara di Toko Inflasi hanya Rp16.000/kg.
Program Mobil Inflasi: Program Mobil Inflasi (toko berjalan) akan
diaktifkan kembali untuk menjangkau wilayah pinggiran dengan harga
kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
Standardisasi Pasar Murah; Pasar Murah wajib memberikan harga
minimal 10% lebih rendah dari harga pasar umum, untuk memastikan
manfaatnya nyata dan dirasakan oleh masyarakat.

Koordinasi, Kelembagaan, dan Kebijakan Pendukungc.
Penguatan Kelembagaan dan Data, Koordinasi lintas perangkat daerah (PD)
yang membidangi ekonomi, perdagangan, dan ketahanan pangan harus
diperkuat
Konsistensi Personel: Konsistensi personel perlu dijaga dengan menghindari
pergantian pejabat atau petugas teknis yang terlalu sering demi
kesinambungan program.
Pelaporan Rutin: Setiap PD wajib menyampaikan laporan harga dan stok
bahan pokok secara rutin sebagai dasar analisis kebijakan daerah.
Pemantauan Dini: Pemantauan harga rutin setiap minggu harus



dilaksanakan untuk mendeteksi kenaikan harga lebih dini.
Kebijakan Bantuan dan Energi Rumah Tangga.d.

Bantuan Tepat Sasaran: Basis data rumah tangga penerima bantuan terus
diperbarui untuk menghindari penyaluran ganda dan menjamin ketepatan
sasaran. Bantuan akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan
frekuensi penyaluran.
Dukungan Energi (LPG): Pemerintah Kota mendukung program penukaran
tabung gas LPG 3 kg menjadi 5 kg beserta isinya, sebagai langkah
mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi sekaligus menjaga stabilitas
pasokan energi rumah tangga.

Arah Kebijakan dan Komitmen Masa Depan.e.
Sinkronisasi Data: Hasil dan capaian daerah akan disinkronkan dengan
evaluasi nasional untuk memastikan laporan Samarinda terintegrasi dan
tepat waktu.
Pengendalian Berbasis Masyarakat: Pemerintah Kota menekankan
pentingnya pengendalian inflasi berbasis masyarakat, bukan sekadar
berbasis data statistik.
Komitmen dan Sinergi: Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen menjaga
stabilitas harga dan daya beli. Seluruh pihak (Perangkat Daerah, TPID,
BULOG, TNI, POLRI dan Bank Indonesia) diinstruksikan untuk terus
menjaga sinergi, koordinasi, dan kolaborasi demi pengendalian inflasi yang
efektif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (13/10/2025), dengan3.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

Ketersediaan Pasokan (Fokus Produksi dan Stock).a.
Pemetaan Produksi dan Stok: Segera petakan dan laporkan data riil
ketersediaan stok pangan strategis di wilayah masing-masing (terutama
Beras, Bawang Merah, Cabai Merah, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam
Ras).
Optimalisasi Cadangan Pangan: Segera koordinasikan dan manfaatkan
stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) BULOG di wilayah Anda melalui
program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif untuk
menahan laju kenaikan harga beras.
Dukungan Produksi: Lakukan langkah antisipatif terhadap prediksi iklim
(curah hujan) yang dapat mempengaruhi panen. Berikan dukungan penuh
kepada Champion petani Bawang Merah dan Cabai lokal untuk
mengamankan produksi di tingkat daerah.

Keterjangkauan Harga (Fokus Harga Konsumen)b.
Intervensi Pasar: Secara intensif dan terukur, laksanakan Operasi Pasar
(OP) dan Pasar Murah yang bersumber dari APBD dan alokasi dana BTT
(Belanja Tidak Terduga) untuk komoditas yang harganya menunjukkan
status Waspada/Tidak Aman secara nasional dan daerah, seperti: Beras
Medium, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, dan Minyakita.
Pengawasan Harga: Perketat pengawasan di pasar tradisional dan modern
untuk memastikan harga eceran tertinggi (HET) komoditas strategis,
terutama Minyak Goreng (MINYAKITA), dipatuhi.
Beri perhatian khusus pada stabilitas harga komoditas yang saat ini menjadi
peredam inflasi (defator IPH) di Kaltim, yaitu Bawang Merah, Beras, dan
Daging Sapi, agar tren penurunan IPH sebesar -1,02% dapat dipertahankan.

Kelancaran Distribusi (Fokus Logistik).c.



Aksi Nyata Disparitas Harga: Ambil peran aktif dalam memfasilitasi dan
memitigasi tingginya disparitas harga antar daerah. Manfaatkan skema
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari daerah
surplus ke daerah minus berjalan lancar, efisien, dan menekan biaya logistik.
Jaminan Kesehatan Pangan: Akselerasi pembinaan dan percepatan
penerbitan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi Rumah Potong
Hewan (RPH) swasta maupun daerah untuk menjamin keamanan dan
kesehatan produk pangan asal hewan.
Alokasi Anggaran RPH: Optimalkan alokasi anggaran daerah untuk
pembinaan dan pengelolaan RPH, serta pertimbangkan potensi RPH sebagai
BUMD untuk peningkatan pelayanan.

Komunikasi Efektifd.
Penyampaian Informasi: Sampaikan informasi publik mengenai kondisi stok,
harga, dan upaya intervensi pasar secara transparan dan berkala untuk
meredam ekspektasi inflasi di masyarakat.

Selain fokus pada pengendalian inflasi Pemerintah Kota Samarinda juga haruse.
melaksanakan arahan mengenai dukungan terhadap Program Strategis Nasional
(PSN), khususnya Program 3 Juta Rumah.

Segera mengimplementasikan kebijakan pembebasan Bea PBG (Persetujuan
Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna
mempercepat pembangunan perumahan rakyat.
Alokasi anggaran untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu
dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 serta RAPBD tahun 2026-2029.
Pelaporan capaian unit bangunan juga harus dilakukan secara akurat dan
sesuai dengan data nasional.
Seluruh arahan ini wajib dilaksanakan segera dan dilaporkan secara berkala
kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Sekretariat TPID. Ketidakpatuhan
dalam pelaksanaan akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Kepala
Daerah.

Sesuai notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (20/10/2025), dengan4.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

Percepatan Realisasi Belanja Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi.a.
Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
agar mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada
triwulan IV tahun anggaran 2025.
Prioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat,
seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta
program pemberdayaan ekonomi rakyat.
Belanja daerah harus berorientasi produktif, menciptakan perputaran
ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Inflasi Daerah;b.
Pemerintah Kota Samarinda akan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5% ± 1%.
Program stabilisasi harga bahan pokok, pemantauan pasokan, dan operasi
pasar akan terus dilaksanakan menjelang akhir tahun.

Pengendalian Harga Beras; Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden danc.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pengendalian inflasi dan
stabilisasi harga pangan, khususnya beras, Pemerintah Kota Samarinda
menindaklanjuti beberapa arahan strategis sebagai berikut:



Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Beras, Pemerintah Kota Samarinda
bersama instansi terkait akan terus memperkuat kerja sama dengan Bulog,
dan Satgas Pangan Porli dalam memastikan harga beras di pasar rakyat
tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Penyaluran beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)
harus dilakukan secara tertib dan transparan, dengan pengawasan ketat
terhadap distributor agar tidak terjadi praktik penimbunan maupun
penjualan di atas HET.
Memperkuat dan menggencarkan Operasi Pasar dan distribusi, Dinas
Perdagangan dan Dinas Ketapangtani berkoordinasi dengan Bulog untuk
mempercepat distribusi beras langsung ke pasar tradisional dan masyarakat
agar dampak stabilisasi harga dapat segera dirasakan.

Koordinasi Lintas Instansi dan Penegakan Hukum;d.
Pemerintah Kota akan memperkuat koordinasi lintas instansi dengan Polri,
Kejaksaan, serta perangkat daerah lainnya untuk mencegah dan menindak
tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET maupun distribusi.
Setiap laporan terkait penyimpangan harga atau penyaluran di lapangan
harus segera ditindaklanjuti dengan koordinasi cepat antara pemerintah
daerah dan Bulog.

Penguatan Peran Koperasi;e.
Koperasi akan menjadi instrumen utama dalam memperpendek rantai pasok
beras dari petani ke konsumen. Dengan model ini, diharapkan efisiensi
distribusi meningkat dan harga menjadi lebih terkendali.
Pemerintah Kota mendukung penuh pembentukan dan penguatan koperasi
pangan di Samarinda, termasuk fasilitasi dalam permodalan dan akses ke
sumber stok beras.

Pemantauan Harga dan Komunikasi Publik,f.
Data harga dan pasokan pangan akan dimonitor secara harian melalui
Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Pemerintah Kota akan meningkatkan komunikasi publik yang aktif dan
terkoordinasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang
kondisi harga dan stok pangan berdasarkan data resmi, bukan persepsi
media sosial.

Perhatian terhadap Komoditas Lain;g.
Selain beras, perhatian juga diarahkan pada komoditas pangan lain seperti
cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam, yang dalam beberapa waktu
terakhir menunjukkan tren kenaikan harga.
Upaya stabilisasi akan dilakukan melalui penguatan pasokan lokal dan
peningkatan efisiensi distribusi antar daerah
Mengingat akhir tahun sering diikuti peningkatan permintaan masyarakat,
Pemerintah Kota Samarinda akan memastikan stok beras dan bahan pangan
lainnya mencukupi hingga awal tahun mendatang.
Seluruh langkah ini harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah
Daerah, TNI, PORLI, pelaku usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar harga
kebutuhan pokok tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan
kesejahteraan petani meningkat.

Sesuai notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (27/10/2025), dengan5.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

Fokus Utama: Penguatan Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga.a.
Percepatan Implementasi Koperasi Merah Putih (KMP), Segera rampungkan



persiapan dan lakukan peluncuran 11 gerai Koperasi Merah Putih yang
tersebar di 10 kecamatan. Dengan tujuan memperpendek rantai pasok
pangan (sesuai arahan Presiden), sehingga harga komoditas strategis lebih
stabil dan stok tetap tersedia, dan memberikan dampak nyata terhadap
penurunan disparitas harga antarwilayah di Samarinda.
Pengendalian Komoditas Pangan Prioritas

Tindak Lanjut: Lakukan pemantauan intensif dan intervensi pasar
terhadap komoditas yang menjadi sorotan nasional dan berpotensi
memicu inflasi, yaitu cabai merah, telur, dan daging ayam ras.
Mekanisme: Perkuat koordinasi dengan distributor, peternak, dan
kelompok tani untuk memastikan kelancaran suplai dan mencegah
penimbunan.
Aksi Cepat: Siapkan mekanisme operasi pasar atau pasar murah
terpadu di lokasi-lokasi yang terindikasi mengalami lonjakan harga
signifikan.

Peningkatan Koordinasi dan Monitoring
Intensifikasi Komunikasi dengan Pelaku Distribusi, Gelar pertemuan
rutin dengan asosiasi pedagang besar, distributor, dan penyedia
logistik untuk memetakan kendala distribusi dan menekan potensi
lonjakan harga akibat biaya logistik.
Pengawasan Harga di Tingkat Daerah, Agar seluruh tim monitoring
harga dan stok pangan (melalui survei pasar tradisional dan modern)
dilakukan secara harian dan dilaporkan kepada pimpinan daerah
sebagai dasar pengambilan keputusan.

Optimalisasi Ketersediaan Stok,
Jalin kerja sama antar daerah (KAD) dengan sentra produksi di luar
Samarinda untuk menjamin pasokan pangan tetap aman, terutama
menjelang momen hart besar keagamaan atau akhir tahun.

Pelaporan dan evaluasi;
Pelaporan progres KMP, Siapkan laporan berkala mengenai progres
operasional dan dampak stabilisasi harga dari 11 gerai Koperasi
Merah Putih untuk disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi
Nasional berikutnya.
Evaluasi Efektivitas Intervensi, Lakukan evaluasi terukur terhadap
setiap kebijakan intervensi yang diambil, khususnya dampak terhadap
inflasi bulanan (m-t-m) Samarinda. Pastikan angka inflasi Kota
Samarinda tetap berada di bawah rata-rata nasional.

Sesuai notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (17/11/2025), dengan6.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

Tingkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi  Inflasi  Akhir  Tahun,  Seluruh perangkata.
daerah diminta memastikan langkah antisipatif berjalan optimal, khususnya jelang
momentum akhir tahun yang kerap memicu kenaikan harga komoditas. Kesiap
siagaan  harus  menjadi  prioritas  bersama  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi
daerah.
Jadikan  Setiap  Rakor  sebagai  Ruang  Belajar  Bersama,  Wakil  Wali  Kotab.
menegaskan  bahwa  agenda  pengendalian  inflasi  bukan  hanya  rutinitas
administrasi. Setiap pertemuan harus dimanfaatkan sebagai ruang belajar untuk
memperkuat  koordinasi,  meningkatkan  kapasitas  analisis,  serta  memperbaiki
kualitas pelayanan publik.
Fokus pada Pengendalian Harga Pangan Utama, Perangkat daerah terkait dimintac.



melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras,
telur, cabai, dan komoditas strategis lainnya. Intervensi pasar, penguatan pasokan,
dan kolaborasi lintas sektor perlu dipastikan berjalan efektif.
Perkuat  Pengawasan  Distribusi  BBM,  Pengawasan  distribusi  BBM  perlud.
ditingkatkan guna mencegah penyimpangan dan memastikan ketersediaan energi
bagi masyarakat. Koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga terkait harus
dioptimalkan.
Pastikan  Ketersediaan  Stok  Beras  Bulog,  Wawali  meminta  Bulog  bersamae.
perangkat  daerah  untuk  memastikan  stok  beras  aman dan  terdistribusi  tepat
waktu, terutama mendukung pelaksanaan operasi pasar jika diperlukan.
Percepat Penyelesaian HPL untuk Mendukung Program MBG dan 3 Juta Rumahf.
Penyelesaian HPL menjadi  kunci  keberlanjutan program perumahan Perangkat
Daerah  teknis  terkait  diminta  mengakselerasi  proses  administrasi,  mendorong
sinkronisasi data, dan mengatasi hambatan teknis di lapangan.
Perkuat  Koordinasi  Lintas  Perangkat  Daerah,  Untuk  menjaga  kesejahteraang.
masyarakat, koordinasi antar Perangkat Daerah harus lebih solid, responsif, dan
adaptif  terhadap  dinamika  harga  dan  pasokan  Semangat  kolaboratif  perlu
ditingkatkan dalam setiap langkah pengendalian inflasi
Utamakan  Kualitas  Pelayanan  kepada  Masyarakat,  Stabilitas  harga  danh.
ketersediaan kebutuhan pokok harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
warga. Wawali menekankan agar seluruh program dan kebijakan diarahkan untuk
memberikan dampak nyata bagi masyarakat

Sesuai notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (24/11/2025), dengan7.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

TPID Kota Samarinda agar meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaana.
komoditas pangan strategis secara rutin, khususnya beras, cabai, bawang, minyak
goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras, serta segera melaporkan potensi
kenaikan harga kepada TPID untuk ditindaklanjuti
Dinas  Perdagangan  dan  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  dimintab.
mengintensifkan  pelaksanaan  Gerakan  Pangan  Murah,  operasi  pasar,  dan
pengawasan distribusi pangan, termasuk memperkuat kerja sama dengan BULOG.
Bapanas, dan Perumda Varia Niaga untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan
harga.
Dinas Perhubungan dan perangkat daerah terkait  agar mendukung kelancaranc.
distribusi  pangan,  termasuk fasilitasi  transportasi  dan  logistik,  terutama pada
periode rawan inflasi dan hari besar keagamaan.
Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian  beserta  instansi  teknis  dimintad.
memperkuat produksi pangan lokal melalui pendampingan petani, pengembangan
pekarangan pangan,  dan optimalisasi  lahan,  guna mengurangi  ketergantungan
pasokan dari luar daerah.
Bapperida dan Badan Pengelola  Keuangan dan Aset  Daerah agar  memastikane.
dukungan penganggaran pengendalian inflasi dalam APBD, termasuk pemanfaatan
Belanja Tidak Terduga (BTT) secara terukur, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai
ketentuan.
Inspektorat Daerah diminta melakukan pengawasan atas pelaksanaan programf.
pengendalian  inflasi  agar  berjalan  efektif,  transparan,  dan  sesuai  peraturan
perundang-undangan.
Koordinasi dengan Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, dan TNI agar terus diperkuatg.
untuk pengawasan pasar,  pencegahan penimbunan dan spekulasi  harga,  serta
pengamanan distribusi barang kebutuhan pokok.



Sesuai notula Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (02/12/2025), dengan



8.
point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut;

Dinas  Perdagangan  agar  meningkatkan  pemantauan  harga  dan  ketersediaana.
bahan pokok secara rutin, khususnya komoditas strategis seperti beras, minyak
goreng, gula, cabai, bawang, dan bahan pangan penting lainnya. Data harga harus
dilaporkan secara berkala dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
TPID  Kota  Samarinda  diminta  memperkuat  koordinasi  lintas  sektor  denganb.
Perangkat Daerah teknis, Perumda Varia Niaga, Bulog, aparat penegak hukum,
dan pelaku  usaha  untuk  memastikan  stabilitas  pasokan dan  distribusi  barang
kebutuhan pokok.
TPID Kota Samarinda agar mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang haric.
besar keagamaan dan kondisi cuaca ekstrem melalui langkah antisipatif seperti
operasi pasar, pasar murah, dan pengamanan jalur distribusi.
Dinas  Perdagangan  bersama  aparat  penegak  hukum  diminta  meningkatkand.
pengawasan terhadap potensi penimbunan, spekulasi harga, dan praktik distribusi
yang merugikan masyarakat.  Setiap temuan agar segera ditindaklanjuti  sesuai
ketentuan yang berlaku.
Seluruh  perangkat  daerah  wajib  menyampaikan  laporan  perkembangane.
pelaksanaan pengendalian inflasi secara berkala kepada pimpinan daerah, serta
aktif melakukan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Memastikan seluruh program pengendalian inflasi terintegrasi dengan kebijakanf.
pemerintah  pusat,  serta  mendukung  penuh  upaya  stabilisasi  harga  dan
perlindungan  daya  beli  masyarakat.

Sesuai notula Rapat Kesiapsiagaan Pada Saat Natal dan Tahun Baru (11/12/2025),9.
dengan point arahan Wakil Walikota Samarinda sebagai berikut ;

Penguatan Koordinasi; Agar seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, serta instansia.
terkait  memperkuat  koordinasi  lintas  sektor  dan  tidak  bekerja  secara  parsial
dalam menghadapi Nataru.
Prioritas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat; Ditekankan bahwa keamanan,b.
ketertiban,  dan  kenyamanan  masyarakat  merupakan  prioritas  utama.  Seluruh
potensi kerawanan harus diantisipasi sejak dini melalui pengamanan terpadu dan
kesiapsiagaan personel di lapangan.
Optimalisasi Pos Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas; Pos pengamanan dan posc.
pelayanan diminta beroperasi optimal selama periode Nataru. Rekayasa lalu lintas
harus disiapkan dengan baik, khususnya di lokasi ibadah, pusat perbelanjaan, dan
pusat perayaan Tahun Baru.
Pengendalian harga dan distribusi bahan pokok; Wakil Wali Kota mengarahkand.
agar  perangkat  daerah terkait  segera  mengambil  langkah antisipatif  terhadap
potensi kenaikan harga bahan pokok, khususnya bawang merah, serta memastikan
distribusi tetap lancar.
Komitmen  Bersama;  Seluruh  pihak  diminta  menjaga  komitmen  dan  tanggunge.
jawab masing-masing agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Kota Samarinda
dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.4.

A. Kebijakan Yang Ditempuh Dalam Mengendalikan Inflasi Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengendalikan inflasi khususnya terhadap harga
komoditas pangan bergejolak pada triwulan 4 tahun 2025 meliputi;

Pemantauan dan Monitoring rutin perkembangan harga pangan di 11 (sebelas) Pasar1.
tradisional  dan  pasar  Modern,  serta  17  (tujuh  belas)  Distributor  Bahan Pokok  dan
barang  penting  di  kota  Samarinda,  terutama  komoditas  bergejolak  pada  periode
pelaporan  seperti  Beras,  bawang  merah,  cabai  rawit,  telur  ayam  ras,  tomat,  ikan
layang/ikan benggol, daging ayam ras.
Melaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sepanjang Triwulan 42.
(Bulan Oktober hingga Desember 2025), kegiatan dilaksanakan di 6 (enam) titik pada 3
(tiga) Kecamatan.
Melakukan koordinasi terpadu melalui kegiatan Rapat Koordinasi, High Level Meeting3.
TPID, hingga penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa beras dan Minyak Goreng
untuk alokasi Bulan Oktober dan November 2025 sebanyak 412.260 kg (beras) dan
82.452 Liter (minyak Goreng).
Pengembangan Toko Inflasi Sijaga Harapan sebagai titik distribusi bahan pangan yang4.
saat ini sudah terdapat sebanyak 4 (empat) Toko inflasi.
Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil, saat ini jalin5.
kerjasama yang  masih  berjalan  sebanyak  5  (lima)  Kesepakan  Bersama diantaranya
dengan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (sidrap), Pemkot Surabaya, Kabupaten
Pinrang, Kabupaten Blitar, dan Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) Perjanjian Kerjasama
dengan Kabupaten Pinrang.
Mendorong penguatan Perusda Varia Niaga Samarinda sebagai Bufferstock pangan Kota6.



Samarinda, melalui penyediaan sarana prasarana penunjang utamanya untuk komoditas
Daging ayam (beku), dan telur ayam sehat melalui kerjasama B-to-B dengan perusahaan
pangan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi;

Komoditas bahan pangan Kota Samarinda hingga 80% tergantung pasokan dari daerah1.
lain, sehingga gangguan utama terjadi dari sisi distribusi, Masa tanam dan masa panen,
serangan hama/penyakit, dan perubahan cuaca.
Komoditas yang dijual oleh pelaku usaha yang turut dalam kegiatan Pasar Murah dan2.
Gerakan Pangan Murah (GPM) hendaknya memperhatikan dan menjamin ketersediaan
komoditas yang utamanya mengalami peningkatan sehingga benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, serta dengan jumlah yang cukup, sehingga masyarakat merasa
terbantu dan tidak kecewa.
Sewa mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan pangan, menambah biaya pada3.
sisi operasional kegiatan sehingga perlu di lakukan penyediaan atau lewat skema subsidi
angkutan.
Optimalisasi titik dan jumlah kegiatan Pasar Murah maupun Gerakan Pangan Murah4.
(GPM) sehingga menjangkau masyarakat yang lebih luas.

C. Dampak Pelaksanaan Kebijakan;

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) berkontribusi signifikan terhadap penurunan1.
tekanan pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan dan
ekonomi kecil, namun tingginya permintaan dan gangguan lainya berakibat terhadap
peningkatan harga komoditas khususnya yang bergejolak pada periode laporan.
Intervensi melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan sebanyak2.
6  (enam)  Kali  kegiatan,  pada  bulan  November  dan  Desember  2025  tidak  berhasil
menurunkan harga komoditas bergejolak, faktor meningkatnya permintaan pada periode
HBKN  Nataru,  anomali  cuaca  yang  membatasi  aktivitas  perikanan  tangkap  dan
terhambatnya distribusi hasil sayuran (wortel dan tomat) ke kota Samarinda.
Berakhirnya masa panen bawang merah, mengakibatkan terbatasnya pasokan ke kota3.
Samarinda sehingga berkontribusi terhadap peningkatan harga dan inflasi pada periode
laporan.

Pada periode pelaporan, komoditas yang utamanya berkontribusi dalam peningkatan inflasi
Kota Samarinda adalah;

Komoditas
Harga Rata-Rata Rerata

Tw 4
Perubahan HAP

/HET
Selisih

(%)Oktober November Desember Rp % Ket
Beras Medium 12.875 12.863 13.230 12.989 114 0,01 Naik 13.100 -0,84%
Beras Premium 17.213 17.113 17.320 17.215 2 0,00 Naik   
Bawang Merah 38.625 38.975 51.700 43.100 4.475 0,10 Naik 41.500 3,86%

Ikan Layang 34.675 38.438 38.300 37.138 2.463 0,07 Naik   
Ikan Tongkol 33.653 35.350 34.750 34.584 931 0,03 Naik   
Ikan Bandeng 32.825 33.500 33.330 33.218 393 0,01 Naik   
Wortel Impor 21.688 27.063 25.250 24.667 2.979 0,12 Naik   
Wortel Lokal 16.088 19.388 18.630 18.035 1.947 0,11 Naik   

Tomat 10.713 13.263 11.870 11.949 1.236 0,10 Naik   
Telur Ayam Ras 32.538 33.013 33.000 32.850 312 0,01 Naik 30.000 9,50%



Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.5.

Beberapa upaya strategis yang dilakukan sesuai kerangka 4 K yaitu menjaga Ketersediaan
Pasokan, menciptakan Keterjangkauan Harga, memastikan Kelancaran Distribusi, serta
memperkuat Komunikasi yang Efektif.

Ketersediaan Pasokan

Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Pasokan Di Kota Samarinda beberapa upaya yang dapat
dilakukan diantaranya :

Melakukan monitoring harga bahan pangan dan sidak pasar dan distributor untuk1.
memastikan ketersediaan pasokan pangan strategis secara berkala, terutama pada
komoditas penyumbang inflasi menjelang HBKN Idul Adha 1446 H dan masa libur
sekolah, Seperti Beras, ikan layang, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam
ras dan daging ayam ras, minyak goreng.
Penguatan stok cadangan beras pemerintah, penguatan sinergi dengan Bulog dalam2.
menjaga ketersediaan beras di masyarakat.
Mendukung diversifikasi sumber pasokan, inovasi program penguatan budidaya3.
komoditas pangan mandiri, penggunaan bibit unggul, penerapan smartfarming sebagai
solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Samarinda.
Optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga sebagai agen4.
stabilisator harga bahan pangan strategis melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk
penyediaan beberapa komoditas pangan, utamanya daging ayam ras yang termasuk
dalam komoditas dengan andil tertinggi terhadap inflasi periode ini.
Mendorong implementasi program Urban Farming, penyaluran bantuan Alsintan dan5.
saprotan bagi petani terutama untuk komoditas dengan andil terhadap inflasi di daerah.

Keterjangkauan Harga

Dalam Rangka Menciptakan Keterjangkauan Harga, beberapa upaya yang dapat dilakukan
diantaranya:

Optimalisasi kegiatan pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting1.
(bapokting), Gelar Pangan Murah, dan Pasar Murah dengan memperhatikan jumlah,
waktu dan lokasi serta pengoperasian mobil pengendali inflasi secara berkala di
berbagai lokasi.
Optimalisasi dan Eveftivitas peran tim teknis TPID dalam pemantauan harga, serta2.
penguatan sistem pemantauan Early Warning System(EWS).

Kelancaran Distribusi

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi, hal yang dilakukan diantaranya Pemantauan
kelancaran jalur – jalur distribusi utama baik kelayakan infrastruktur dan ketersediaan bahan
bakar.

Komunikasi Efektif

Dalam Rangka Membangun Komunikasi Efektif Dan Memperkuat Koordinasi beberapa hal
yang dapat dilakukan diantaranya;



Pelaksanaan HLM dan pertemuan teknis secara rutin sebagai monitoring dan evaluasi



1.
pengendalian inflasi termasuk keterlibatan Forkopimda,
Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berbelanja bijak atau penggunaan efisien2.
terhadap komoditas penyumbang inflasi yang salah satunya dapat disampaikan melalui
iklan layanan masyarakat (ILM).
Menyusun perencanaan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi tahun3.
2025-2027.
Optimalisasi penyampaian kebijakan dan upaya pemerintah dalam rangka pengendalian4.
inflasi sehingga dapat menjaga ekspektasi masyarakat yang pada akhirnya diharapkan
dapat menjaga stabilitas harga pangan pokok.


